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PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya buku ini dapat diterbitkan.
Meskipun dengan berbagai kekurangan, mahasiswa
yang saya ajar di Kelas Hukum Acara dan Praktik
Peradilan tata Usaha Negara dapat diajak bekerja sama
untuk mencari bahan, menyusun konsep dan menulis
hal-hal yang terkait dengan mata kuliah yang mereka
pelajari dengan sangat baik. naskah-naskah yang ditulis
secara acak dan dikonseptualisasi - meskipun secara tak
lengkap - oleh mahasiswa, saya kerjakan kembali, susun
ulang, mencari kembali sumbernya serta memperbaiki
secara utuh seluruh naskah yang hampir bisa disebut
“berantakan”.

Buku ini merupakan refleksi saya dan mahasiswa
atau lebih tepatnya refeleksi “kami” , terhadap mata
kuliah yang berjalan selama satu semester. Dengan agak
sedikit nekad saya memikirkan agar mahasiswa bisa
mengambil bagian dalam upaya mendorong gerakan
intelektual di kampus.

Buku ini ditulis dengan menggunakan sejumlah
referensi utama yang menjadi bagian dari daftar
pustaka. Oleh karena itu, buku-buku penting yang
menjadi rujukan dalam penulisan buku ini adalah
sebagai berikut:

1. Dwi Putri Cahyawati, Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara (2011).

2. H. Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradialan Tata
Usaha Negara, (2013)

3. Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang
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Hukum acara diperadilan umum, berbeda dengan Hukum Acara di Pengadilan Tata
Usaha Negara. Di pengadilan Umum siapa saja boleh menjadi penggugat, termasuk
badan/pejabat Tata Usaha Negard boleh menjadi penggugat. Tetapi di pengadilan
Tata Usaha Negara, hanya badan/pejabat Tata Usaha Negara saja yg dapat
dijadikan tergugat, sedangkan yang jadi penggugat adalah orang atau badan
hukum perdata yang kepentingannyd dirugikan karena Keputusan Tata Usaha
Negara. Karena itulah, maka tidak ada rekonvensi (gugatan balik) di dalam
peradilan Tata Usaha Negara.
Buku ini dapat menjadi bahan bacaan dalam rangka memahami hukum acara
peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan buku ini terdiri atas; Pengadilan Dan
Peradilan Landasan, Sejarah Dan Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha
Negara, Dasar Dan Asas Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek
Dan Subyek Sengketa Tata Usaha Negara, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha
Negara, Penyelesaian Sengketa Peradilan Tatd Usaha Negara, Acara Peradilan Tata
Usaha Negara, Jenis Pemeriksaan Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pembuktian
Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya Hukum, Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Buku Ini layak dijadikan sebagai buku wajib' bagi mata kuliah Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara.

Fajlurrahman Jurdit adalah dosen pada Departemen
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddi. Menulis puluhan: buku dan artikel ilmiah,
mengedit rqtu'san‘buku dengan ragam tema, menulis
ratusan opini diberbagai‘media, puluhan makalah yang
disampaikan: diberbagal forum seminar dan dialog,
menjadi pémbi'cara diberbagai forum seminar, dialog dan
diskusi, juga di televisi dan radio lokal serta peneliti di
bidang kajian hukum tata Negara, Puluhan penelitan telah
diselesalkan dengan fokus kajian hukum, kebijakan dan
kelembagaan negara. Penulis juga menjadi konsultan
penyusunan Ranperda dibeberapa daerah.

78-602-7793-35-4
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